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PUTUSAN

Nomor 732/Pdt.G/2023/PA.PBun

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pangkalan  Bun  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Aprianto  Bin  Burhanuddin,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kumai,  19  April  1981,

agama  Islam,  pekerjaan  xxxxxxxxxx,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xx

xxxxxx,  xxxxx  xxxxxxx,  Rt.  006,  Kelurahan  Kumai  Hlir,

xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai  Pemohon,   

melawan

Aprilia  Cahyaning  Pramudiastuti  Binti  Triyogo,  tempat  dan  tanggal  lahir

Semarang, 27 April 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus

Rumah  Tangga,  Pendidikan  Strata  I,  tempat  kediaman  di

xxxxxxx xxxxxxx xxxx, Rt. 004, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx

sebagai  Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal  27 November

2023  telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  732/Pdt.G/2023/PA.PBun,

tanggal 27 November 2023,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa,  pada  tanggal  23  Maret  2004  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx
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xxxxxx,  berdasarkan  kutipan  akta  nikah  nomor  200/9/III/2004  tanggal  23

Maret 2004; 

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat Rumah

kediaman orang tua Termohon di xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx  xxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx,  xxxx  xxxxxxxx,  Provinsi  Jawa

Tengah selama 2 (dua) tahun kemudian pindah di xxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx selama 1

(satu) tahun kemudian kembali ke kediaman orang tua Termohon sebagai

tempat  kediaman  bersama  terakhir,  dan  telah  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya suami istri (baâ€™da dukhul), dikaruniai 5 (lima) orang anak yang

bernama ANDRE BAGUS JULIO PRATAMA BIN APRIANTO yang lahir di

Pangkalan  bun  15  Juli  2004,  ARYA  DHIMAS  DWI  PRAYOGO  BIN

APRIANTO  yang lahir di Semarang 13 Januari 2009,  ALVIRA OCTAVIANI

PUTRI  BINTI  APRIANTO  yang lahir  di  Pangkalan bun 23 Oktober  2013,

AHMAD NAUFAL ATHARIZKY BIN APRIANTO yang lahir di Pangkalan bun

04  November  2020,anak  dalam  pengasuhan  Termohon,  MUHAMMAD

ANDHIRA MAYZA RIZKY BIN APRIANTO yang lahir di Pangkalan bun 04

Mei 2015 anak dalam pengasuhan Pemohon; 

3. Bahwa,  semula  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  dalam

keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari  tahun 2021 antara

Pemohon dan Termohon terdapat pertengkaran yang sulit untuk didamaikan,

yang disebabkan karena; 

1. Termohon tidak mau diajak pindah ke tempat kerja Pemohon di Kumai

Kalimantan Tengah;  

4. Bahwa  puncak  perselisihan  terjadi  pada  Januari  tahun  2021  dan

akibatnya Termohon dan Pemohon tidak lagi tinggal di kediaman bersama,

Pemohon pergi meninggalkan rumah karena keinginan sendiri; 

5. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  Pernah  di  upayakan  damai,

namun tidak berhasil; 

6. Bahwa  oleh  karena  keadaan  rumah  tangga  Pemohon dan  Termohon

sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Pemohon sudah tidak sanggup

lagi  membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon,
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oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin

dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; 

7. Bahwa  atas  dasar  uraian  diatas  gugatan  Pemohon  telah  memenuhi

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun

1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9

tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; 

8. Bahwa  karena  perkara  in  casu  merupakan  bagian  dari  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3

tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009

tentang  Perubahan  kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989

tentang  Peradilan  Agama,  Pemohon  sanggup  untuk  menanggung  atau

membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas,

dimohon  berkenan  kiranya  Ketua  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Bun  Cq.

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Pangkalan  Bun  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

A. Primer:

1.------------------------------------------------------------------------------------------------

Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2.------------------------------------------------------------------------------------------------

Memberi  izin  kepada  Pemohon  (PEMOHON)  untuk  menjatuhkan  talak

satu raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Pangkalan Bun; 

3.------------------------------------------------------------------------------------------------

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; 

 B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara

ini  berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Pemohon  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  serta

hidup  rukun  dan  kembali  membina  rumah  tangga  dengan  baik  dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

mediasi  atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan,  olehnya  itu  pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

membacakan  surat  permohonan  Pemohon  yang  isi  dan  maksudnya  tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon  atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Arut Selatan Kabupaten  Kotawaringin

Barat  xxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxx,  Nomor  890/09/XI/2008  Tanggal  30

Oktober 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh , dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;

2. Bukti Saksi

Dipersidangan  Pemohon  tidak  bisa  menghadirkan  alat  bukti  saksi,  dan

menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi

Bahwa  Pemohon  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon

putusan;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh PERMA No.  1  Tahun 2016 tidak  dapat  dilaksanakan karena Termohon

tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Pemohon  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  sebagaimana

dikehendaki  oleh Undang-Undang No.  50 Tahun 2009 jo.  Pasal  39 ayat  (1)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Termohon tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Termohon 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

maka  yang  pertama  sekali  dipertimbangkan  adalah  apakah  Pemohon   dan

Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang,  bahwa yang menjadi  pokok dalil  permohonan pemohon

untuk bercerai dengan Termohon adalah ;

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

sah

2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran ?

3. Apakah  benar  penyebab  pertengkaran  karena  Termohon  sering  pergi

tanpa izin Pemohon ?

4. Apakah  benar  Termohon  meninggalkan  rumah  karena  adanya

perselishan dan pertengkaran ?

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan

Termohon pada tanggal 26 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai

akta otentik yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 26 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oleh karena itu

Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  permohonan  cerai  talak  yang

diajukan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara

terus  menerus  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  yang  berlaku  di

lingkungan  Peradilan  Agama,  khususnya  terkait  dengan  perkara  perceraian,

terdapat ketentuan hukum acara Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun

dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal

Permohonan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus

menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak  ada harapan akan

hidup rukun lagi  dalam rumah tangga atau syiqaq,  dalam memutus perkara

perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari

keluarga  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  istri.  Dari  ketentuan

tersebut  dapat  dipahami  secara  eksplisit  bahwa  pembuktian  dalam  perkara

perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi 
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Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Pemohon  menyatakan  tidak  bisa

menghadirkan alas bukti  saksi,  Majelis  hakim menilai  bahwa pemohon tidak

sungguh-sungguh  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannnya  sesuai

dengan ketentuan  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  jo  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya

Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon  dan  bukti

tertulis, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan

sebagai berikut:

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  pernah  hidup  rukun  dan  belum

dikaruniai anak.;

 Bahwa selama berumah tangga tidak ada perselisihan dan pertengkaran

yang  terus  menerus  dan  bisa  berakibat  pada  ketidak  harmonisan  dalam

berumahtangga

 Bahwa sejak Permohonan cerai talak diajukan, saat ini Termohon telah

pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 8 hari ;

 Bahwa  Pemohon  tidak  bersungguh-sungguh  untuk  bercerai  dengan

Termohon karena yang bersikeras untuk bercerai adalah Termohon

 Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Pemohon dan Keluarga belum

pernah dilakukan

Menimbang,  bahwa  keinginan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan

Termohon,  tidak  didasari  oleh  kondisi  dan  siatuasi  yang bisa  menyebabkan

pecahnya hubungan suami isteri sehingga Pemohon bersungguh-sungguh ingin

bercerai  dengan Termohon,  majelis  hakim menilai  bahwa kehendak bercerai

Pemohon  tidak  atas  dorongan  diri  sendiri  namun  karena  dorongan  situasi

dimana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 8 hari,

itupun bukan disebabkan karena adanya pertengkaran secara terus menerus

dan Pemohon tidak pernah ada upaya menjemput Termohon untuk kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai

bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon masih bisa diupayakan untuk

diperbaiki  mengingat  belum  adanya  upaya  maksimal  yang  dilakukan  oleh
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Pemohon  beserta  keluarga  untuk  mendamaikan  antara  Pemohon  dengan

Termohon,  Menimbang,  terhadap  fakta  hukum  tersebut  Majelis  Hakim

berpendapat dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak

terbukti dan harus dinyatakan di Tolak;

Menimbang,  bahwa  Termohon  tidak  datang  menghadap  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  datang  menghadap  di  persidangan  sebagai

wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

yang  sah  sehingga  ketidakhadiran  Termohon  tersebut  mengakibatkan  tidak

dapatnya  didengar  keterangannya  atau  setidak-tidaknya  untuk  membantah

dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk

dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149

yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: 

الدار              (  رواه لـه حـق ل ظـالم فهو يجب فلم المسلمـين حكام من حاكم الى دعى من

(قطني

Artinya : ” Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim 

dan gugur haknya ” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

 - النوار             ( عليه والحكم والبينة الدعوى سماع جاز اوتعـززه لتواريه احضاره تعـذر -٢وان

١٤٩)

Artinya :  “ Bila Termohon/Termohon  berhalangan hadir karena bersembunyi

atau  enggan,  maka  Hakim  boleh  memeriksa  gugatan  dan

pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

maka  permohonan  Pemohon  dipandang  cukup  alasan  dan  tidak

melawan  hukum  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Termohon

(verstek);

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang
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Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Menolak pemohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Membebankan  kepada  Pemohon  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp.805.000,00 ( delapan ratus lima ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang  dilangsungkan  pada  hari  Rabu  tanggal  20  Desember  2023  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  8  Jumadil  Akhir  1445  Hijriah, oleh  kami  Encep

Solahuddin, S.Ag.  sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam

Faizal  Baihaqi,  S.H.,  M.H.  masing-masing sebagai  Hakim Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan  didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

oleh  Muhammad Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi/kuasanya  dan  Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Ketua Majelis,

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.
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Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp   30.000,00 
   2.  Proses  Rp   75.000,00 
  3.  Panggilan  Rp 660.000,00 
  4.  PNBP Rp   20.000,00
  4.  Redaksi  Rp   10.000,00 
  5.  Meterai  Rp   10.000,00 

    Jumlah Rp 805.000,00
    ( delapan ratus lima ribu rupiah ) 
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